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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang
Berkaitan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), seorang pencipta lagu memiliki hak 
eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun 
memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut.1 Hak 
kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari 
kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang 
timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus 
dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui 
daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. 
Karya– karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan 
manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan 
terhadap karya – karya intelektual.2  
Hak ekonomi merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang 
secara eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan perekonomian suatu 
ciptaan yang biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram 
supaya dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu, perbanyak 
ciptaan,mengkomunikasikan kepada publik dengan suatu pertunjukan, atau 
   1Pasal 1 Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
       2 Suyud Margono, 2001. Komentator Atas Undang – Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, 
Desain Letak Sirkuit Terpadu. Jakarta. Cv. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 4. 
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penyiaran melalui kabel atau tanpa kabel melalui lembaga penyiaran, dan lain-
lain.3 
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta 
untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaan (Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta). 
Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau 
pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:  
a. penerbitan ciptaan;  
b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;  
c. penerjemahan ciptaan;  
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau penginformasian ciptaan;  
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;  
f. pertunjukan ciptaan;  
g. pengumuman ciptaan4;  
h. komunikasi ciptaan; dan  
i. penyewaan ciptaan.  
Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi seperti yang disebutkan di 
atas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak 
cipta. Berbeda dari bidang-bidang kekayaan HKI lain, hak cipta lahir bukan 
karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki penciptanya pada 
saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok 
                                                            
        3 Eddy Damian,  Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.41 
        4 Pengumuman yang dimaksud dalam hal ini adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 
penjualan, pengedaran, penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk 
media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengan 
atau dilihat orang lain, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Hak Cipta. 
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yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta 
untuk mendaftarkan karyanya, dan meskipun pendaftaran bukanlah suatu 
kewajiban, dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi 
para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi 
sengketa.5 
Berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk 
menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu 
meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu 
tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak 
cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat 
memberikan izin atau dalam undang – undang hak cipta disebut lisensi,  kepada 
pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut. 
Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas 
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 ayat (20) 
Undang-Undang Hak Cipta). Lisensi merupakan izin tertulis (otentik) untuk 
menggunakan hak cipta yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta 
atau pemegang hak terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau 
perbanyakan selama jangka waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian 
royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali 
diperjanjikan lain.6 Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau 
                                                            
        5 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian 
Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 71 
        6 Eddy Damian , Op Cit, hlm.63-64 
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serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang 
berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau 
perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, 
yang merupakan perbuatan melawan hukum.7 Penerima lisensi harus membayar 
royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi sesuai 
dengan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah 
persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak 
tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada user sebagai penerima lisensi untuk 
memanfaatkan lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan berupa royalti. 
Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan surat perjanjian lisensi 
untuk melaksanakan ciptaannya. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan 
yang langsung/tidak langsung dapat menimbulkan akibat merugikan 
perekonomian negara.8  
Melalui lisensi, pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin kepada 
suatu pihak untuk menggunakan, menyebarluaskan, dan sebagainya suatu hasil 
karya cipta. Izin tersebut bukan diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai imbalan 
atas penggunaan hasil karya cipta tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta 
yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalti dalam 
kurun waktu tertentu. 
                                                            
 
 
 
       7 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3 
       8 Chairul Anwar, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak 
Cipta Indonesia, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hlm.14 
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Mengenai Hak Cipta Lagu ,jangka waktu perlindungannya berlaku selama 
hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah 
penciptanya meninggal dunia (untuk mudahnya: ”selama hidup plus 50 tahun”).9  
Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta 
lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya 
tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi 
yang ketentuannya diatur dalam Undang - undang Hak Cipta. 
Bersamaan  dengan pemberian lisensi tersebut biasanya diikuti oleh pembayaran 
royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.  
Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau 
produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 
ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta). Royalti inilah yang menjadikan suatu 
ciptaan memiliki nilai ekonomi. Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi 
pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya royalti menunjukkan penghargaan 
terhadap jerih payah dan talenta para pencipta atau pemegang hak cipta, 
sekaligus memberikan motivasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
melahirkan ciptaanciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada 
penghargaan yang patut kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan akibatnya 
proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti.  
                                                            
       9Sophar Maru Hutagalung. 2012. Hak Cipta Kedudukannya Dan Peranannya Dalam 
Pembangunan. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 172.  
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Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak 
cipta atau produk terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait 
sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan 
ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya 
berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian 
dituangkan dalam perjanjian tertulis.10 
Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain 
maka siapapun berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si 
pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, 
pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap 
penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Pemegang Hak Cipta tersebut tidak 
bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran dan tempat 
karoke  untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah 
diperdengarkan ditempat tersebut.  
Di Indonesia, Kemudahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam 
memonitor penggunaan karya ciptanya dapat diwujudkan dengan menunjuk 
kuasa baik seseorang maupun lembaga yang bertugas mengurus hal tersebut. 
Undang – undang Hak Cipta hasil amandemen terbaru menjelaskan suatu 
lembaga yang bertugas menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan 
hak cipta kepada user, mengeluarkan lisensi untuk user11, mengumpulkan dan 
                                                            
     10 Chairul Anwar ,Op Cit, hlmn 14 
      11 User berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pengguna.Biasanya ditujukan 
kepada pengguna suatu sistem yang umumnya manusia, yang dalam hal ini yaitu pengguna suatu 
karya cipta lagu.Pengguna karya cipta lagu dapat berupa orang perorangan atau badan usaha, yang 
salah satunya dapat berupa perusahaan karaoke. 
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mendistribukan royalti disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau 
biasa disingkat dengan LMK.  
LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai 
lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau 
pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan 
berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan 
mempublikasikan hasilnya kepada publik.12 Dibentuknya LMK merupakan 
salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, dan memastikan bahwa 
pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya mereka. Selain itu, 
perlunya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta untuk memudahkan 
masyarakat meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
menggunakan hasil karya ciptanya merupakan alasan lain dibentuknya LMK.                     
Setiap pemilik hak cipta atau hak-hak terkait dapat menjadi anggota dari LMK 
asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.  
LMK berwenang dalam hal pengumpulan royalti lagu atau musik yang 
mana pencipta atau pemegang hak ciptanya sudah melakukan perjanjian dengan 
LMK, dimana pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kewenangan serta 
tanggung jawab dalam hal pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu atau 
musik. Kehadiran LMK dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan 
pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait di satu pihak agar hak-
hak ekonominya dapat terpenuhi dan kepentingan pengguna lagu atau musik 
                                                            
     12 Eddy Damian, Op Cit, hlmn 64 
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yang bersifat komersial di pihak lain agar dapat mengeksploitasi karya cipta 
secara lebih mudah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan hak cipta.  
Tujuan pembentukan LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
pencipta dan pemegang hak terkait untuk mendukung pembangunan 
perekonomian nasional. Keberadaan LMK sangat membantu pencipta atau 
pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, dimana dengan adanya LMK para 
pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tidak perlu repot 
untuk menjaga karyanya karena akan ada lembaga yang membantu 
mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial karya cipta para 
pencipta atau pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. LMK yang bertugas 
dan berwenang mengumpulkan dan mendistribusikan serta kegiatan lain yang 
berhubungan dengan royalti melakukan suatu perjanjian dengan pencipta atau 
pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait.  
Perjanjian antara LMK dan pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau 
pemegang hak terkait akan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Aturan mengenai hak dan kewajiban juga akan menjelaskan 
bagaimana kedudukan masing-masing pihak. Setelah munculnya hak dan 
kewajiban para pihak, maka akan timbullah kewenangan dari LMK.13 
Kewenangan dari LMK akan selalu diikuti dengan tanggung jawab dari LMK 
terkait perlindungan terhadap hasil karya cipta seorang pencipta atau pemegang 
hak cipta.  
                                                            
      13Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT 
Alumni, Bandung, 2011, hlm. 310-311 
9 
 
Rumah karaoke merupakan salah satu  user  seperti yang telah di jelaskan 
dalam penjelasan di atas, dalam undang – undang no 28 tahun 2014 
menjelaskan  terkait hak cipta pengurusan lisensi lagu dan musik dalam usaha 
karaoke sehingga pengusaha yang tidak membayar royalti dapat dipidanakan. 
Setiap rumah karaoke yang menayangkan lagu maka wajib membayar royalti 
bagi penyanyi maupun pencipta lagu karena perlindungan hak cipta lagu di atur 
dalam undang – undang dan juga ada sistem yang mengatur pembayaran royalti, 
setiap lagu dihitung berapa kali diputar dalam sebulan. 
Salah satu alasan kenapa penulis mengambil rumah karaoke Anang Family 
sebagai tempat penelitian untuk memenuhi data tugas ujian akhir ini adalah 
karena rumah karaoke Anang Family merupakan karaoke kelas A di kota 
Malang dan juga merupakan salah satu trendsetter untuk rumah karaoke lain 
yang berad di kota malang serta salah satu komisaris rumah karaoke Anang 
Family merupakan Anang Hermansyah yaitu seorang penyanyi, pencipta lagu 
dan seorang anggota DPR yang menjabat tahun ini. 
Pada tahun 2013 lalu ada kasus yang terkait dengan pembayaran royalti oleh 
rumah karaoke kepada pihak lembaga managemen kolektif. Rumah karaoke 
Inul Vista telah di kabarkan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai 
pihak yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain yang digunakan 
untuk kepentingan komersil. Pihak Inul Vista di katakan tidak pernah 
membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif, dan juga ada kasus 
mengenai lagu – lagu yang ada di database karaoke Inul Vista tidak memiliki 
perjanjian ataupun kesepakatan dengan penyanyi atau pencipta lagu untuk di 
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masukan ke dalam database lagu rumah karaoke hingga rumah karaoke inul 
vista diancam untuk ditutup. 
Kasus yang di alami oleh Rumah Karaoke Inul Vista menjadi bukti bahawa 
apa yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan apa yang telah di atur oleh 
undang – undang hak cipta. Sehingga rumah karaoke seperti contohnya Anang 
Family Karaoke ini dengan pemakaian lagu yang dimanfaatkan oleh pihak jasa 
karaoke dengan perlindungan Hak Cipta, menjadi penting untuk diketahui 
apakah hak dari pencipta lagu telah diberikan dengan semestinya atau belum 
karena pemanfaatan lagu di tempat karaoke ini merupakan untuk kepentingan 
komersial bukan kepentingan sendiri.14 
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN 
YURIDIS MENGENAI  SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI KEPADA 
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP HAK CIPTA 
LAGU  YANG DI MAINKAN DI RUMAH KARAOKE (STUDI DI 
ANANG FAMILY KARAOKE)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian dari latar belakang di atas, ada beberapa 
permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
                                                            
       14Dewa Made Supradnyana (et.al). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta 
Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke (Universitas Udayana 2015). 
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1. Bagaimana sistem pembayaran royalti kepada lembaga manajemen kolektif 
terhadap hak cipta lagu yang di mainkan di Anang Family Karoke? 
2. Kendala – kendala apa saja yang dialami Anang Family Karaoke dalam 
melakukan pembayaran royalti lagu tersebut ? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran royalti kepada lembaga 
manajemen kolektif terhadap hak cipta  lagu yang di mainkan di Anang 
Family Karoke  
2. Untuk mengetahui Kendala – kendala apa saja yang dialami Anang 
Family Karaoke dalam melakukan pembayaran  royalti lagu tersebut. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan 
dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan bagi dunia 
pendidikan ilmu hukum di Indonesia serta untuk mendapatkan gelar 
kesarjanaan ilmu hukum S–1 di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
2. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam menambah 
wawasan masyarakat terhadap pembayaran royalti kepada lembaga 
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manajemen kolektif terhadap hak cipta lagu yang di mainkan di Anang 
Family Karoke. 
E. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan minat di bidang Hukum Hak dan Kekayaan Intelektual yang 
merupakan salah satu ilmu dalam konsetrasi bisnis perdata dan diharapkan 
menjadi referensi dalam penulisan hukum. 
F. Metode Penelitian 
Didalam melakukan penulisan skripsi, dan untuk memberikan kebenaran 
dalam penulisan skripsi serta mencari data-data yang akan diteliti maka tidak 
lepas dari metode penelitian yang dipakai oleh penulis. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat 
langsung dari studi di Anang Family Karaoke melalui penelitian lapangan. 
Metode yang digunakan sebagai berikut: 
1. Metode Pendekatan 
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 
sosiologis, yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan 
melihat kenyataan yang terjadi selama penelitian.15 
2. Metode Lokasi 
Dalam penelitian ini penulis memilih Anang Family Karaoke . 
Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena terdapat data-data maupun 
                                                            
       15 Sidik Sunaryo 2012. Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Umm. Hlm 18. 
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permasalahan yang sedang dikaji atau diteliti yang akan memberikan 
kontribusi yang banyak bagi penulis. 
3. Jenis Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama secara 
langsung dilokasi penelitian dengan cara memperoleh data berupa 
dokumen tertulis, file, informasi, pengamatan langsung, pendapat dari 
para pihak terkait dll. Sumber data utama yang diperoleh secara 
langsung dengan melakukan wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan di lokasi penelitian tersebut serta dokumen – dokumen 
yang mendukung kelengkapan dan penelitian lainnya. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan atau 
keterangan lanjutan mengenai data primer, data sekunder terdiri dari : 
1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu berbagai buku-buku, 
jurnal, dan para ahli / sarjana yang terkait dengan penelitian ini  
2. Peraturan perundang-undangan  
c. Data Tersier 
Data tersier terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat 
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memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun 
data sekunder. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Observasi  
Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencarian data 
secara langsung pada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan 
permasalahan yag diangkat dalam penelitian unrtuk menemukan data-
data yang terkait dengan penelitian 
b. Wawancara  
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data melalui dialog tanya jawab atau diskusi dengan 
orang yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam 
penelitian ini. 
c. Studi Kepustakaan 
Studi pustaka yaitu melakukan pencarian atau penelusuran bahan-
bahan kepustakaan berbagai literature seperti buku maupun jurnal. Studi 
kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara 
mengumpulkan data – data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian sebelumnya, serta 
media massa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian. 
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Kemudian data-data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis 
data yang terdapat dalam penulisan. 
d. Studi Dokumentasi  
Studi dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data-data yang 
berkenaan pada proses penelitian dengan cara mencari dan 
mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga social, 
seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian. 
e. Studi Internet  
Studi internet yaitu penulis melakukan peelitian dengan cara 
pencarian bahan-bahan yang terdapat diberbagai website resmi yang 
berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini.  
5. Teknik Analisa Data 
Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 
lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka penulis akan 
mengolah data dengan menggunakan metode analisis data deskriptif 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan penelitian hukum. 
 
